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Informasi Artikel ABSTRAK

Riwayat artikel: Reformasi ketatanegaraan di Indonesia telah melahirkan perubahan signifikan
Diterima Januari 17, 2026 dalam desain kelembagaan negara melalui amandemen Undang-Undang Dasar
Direvisi Mei 02, 2026 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut ditujukan untuk
Diterima Mei 04, 2026 memperkuat prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan mekanisme checks and

balances. Namun, dalam perkembangannya, desain kelembagaan negara pasca-

reformasi justru menunjukkan gejala krisis rasionalitas, yang tercermin dari
Kata kunci: proliferasi lembaga negara, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya kejelasan
relasi fungsional antar lembaga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis krisis
rasionalitas desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
pasca-reformasi serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan
kekuasaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil
kajian menunjukkan bahwa pembentukan dan penguatan lembaga negara pasca-
reformasi lebih didorong oleh respons politik jangka pendek dibandingkan
perencanaan konstitusional yang rasional dan sistemik. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan fragmentasi kekuasaan, melemahkan akuntabilitas kelembagaan,
serta mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan
penataan ulang desain kelembagaan negara yang berlandaskan rasionalitas
konstitusional, kejelasan fungsi, dan konsistensi sistemik guna menjamin efektivitas
pemerintahan demokratis.

Desain kelembagaan negara,
rasionalitas konstitusional, sistem
ketatanegaraan, pasca-reformasi.
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PENDAHULUAN

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia menandai fase transisi fundamental dalam desain dan
praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 telah mengubah secara signifikan struktur kelembagaan negara yang sebelumnya
berorientasi pada konsentrasi kekuasaan menjadi sistem yang menekankan pembatasan, distribusi, dan
pengawasan kekuasaan. Perubahan tersebut secara normatif dimaksudkan untuk membangun sistem
ketatanegaraan yang demokratis, menjunjung supremasi konstitusi, serta menjamin keseimbangan antar
lembaga negara. Dalam kerangka ini, desain kelembagaan negara tidak sekadar dipahami sebagai
susunan institusi, melainkan sebagai arsitektur konstitusional yang menentukan arah, efektivitas, dan
rasionalitas penyelenggaraan kekuasaan negara secara keseluruhan. (Jannah et al., 2024)

Desain kelembagaan negara yang rasional pada dasarnya mensyaratkan kejelasan fungsi,
pembagian kewenangan yang tegas, serta hubungan kerja yang sistemik antar lembaga negara.
Rasionalitas kelembagaan mengandaikan bahwa setiap institusi dibentuk berdasarkan kebutuhan
konstitusional yang objektif, bukan sekadar respons terhadap tekanan politik sesaat. Dalam sistem
ketatanegaraan modern, desain kelembagaan yang rasional menjadi prasyarat utama bagi terciptanya
pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi konstitusional
semestinya diikuti oleh perencanaan kelembagaan yang matang dan konsisten agar perubahan struktur
kekuasaan tidak menimbulkan distorsi dalam praktik penyelenggaraan negara. (Klishas, 2023)

Namun demikian, perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan
dinamika yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan normatif tersebut. Alih-alih menghasilkan
sistem kelembagaan yang tertata secara sistemik, praktik ketatanegaraan justru memperlihatkan
kecenderungan fragmentasi kelembagaan melalui pembentukan berbagai lembaga negara baru, baik
yang bersifat konstitusional maupun non-konstitusional. Fenomena ini melahirkan kompleksitas
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hubungan antar lembaga negara yang semakin sulit dipetakan secara jelas, khususnya dalam hal
pembagian kewenangan dan pertanggungjawaban. Akibatnya, desain kelembagaan negara cenderung
berkembang secara akumulatif tanpa kerangka rasional yang terpadu. (Mutawalli et al., 2024)

Kondisi tersebut menimbulkan apa yang dapat dipahami sebagai krisis rasionalitas desain
kelembagaan negara. Krisis ini tercermin dari tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan hirarki antar
lembaga, serta lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara. Dalam banyak kasus,
lembaga negara menjalankan kewenangan yang beririsan satu sama lain tanpa mekanisme penyelesaian
konflik yang memadai. Situasi ini tidak hanya mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,
tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan kelembagaan yang mengganggu stabilitas sistem
ketatanegaraan secara keseluruhan. (Mena, 2021)

Secara normatif atau das sollen, desain kelembagaan negara pasca-Reformasi seharusnya
mencerminkan prinsip rasionalitas konstitusional, yaitu keterpaduan antara tujuan pembentukan
lembaga, fungsi yang dijalankan, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Das sollen tersebut
menghendaki agar setiap lembaga negara memiliki dasar legitimasi yang kuat, ruang lingkup
kewenangan yang terdefinisi secara tegas, serta hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga negara
lainnya. Dalam kerangka ideal ini, sistem ketatanegaraan diharapkan mampu bekerja secara efisien
tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan akuntabilitas. (Rasmussen, 2023)

Sebaliknya, secara empiris atau das sein, praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan realitas
yang berbeda. Pembentukan dan penguatan lembaga negara pasca-Reformasi sering kali didorong oleh
kebutuhan politik jangka pendek, kompromi kekuasaan, atau respons terhadap krisis tertentu, tanpa
disertai evaluasi menyeluruh terhadap dampaknya terhadap sistem kelembagaan secara keseluruhan.
Akibatnya, desain kelembagaan negara berkembang secara tidak simetris dan cenderung reaktif.
Kondisi ini memperlemah rasionalitas sistemik dan menciptakan ketidakpastian dalam relasi
kewenangan antar lembaga negara. (Mutawalli et al., 2024)

Krisis rasionalitas desain kelembagaan negara juga berdampak pada kualitas akuntabilitas publik.
Ketika kewenangan tersebar secara tidak proporsional dan mekanisme pertanggungjawaban tidak
dirancang secara jelas, maka pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara menjadi tidak
efektif. Dalam situasi demikian, prinsip checks and balances berpotensi bergeser menjadi kompetisi
antar lembaga negara yang saling mempertahankan kewenangannya masing-masing. Hal ini pada
akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara dan melemahkan legitimasi
sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. (ZELENKO, n.d.)

Lebih jauh, krisis rasionalitas kelembagaan berimplikasi pada melemahnya kapasitas negara dalam
merespons tantangan pembangunan dan demokrasi. Sistem kelembagaan yang tidak terkoordinasi
secara baik cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten dan sulit diimplementasikan secara
efektif. Ketidakharmonisan antar lembaga negara juga dapat memperlambat proses pengambilan
keputusan strategis yang dibutuhkan dalam situasi krisis nasional. Dengan demikian, persoalan desain
kelembagaan negara bukan sekadar isu struktural, melainkan menyentuh langsung pada kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan keberlangsungan demokrasi konstitusional. (Rifandanu, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai krisis rasionalitas desain kelembagaan negara
dalam sistem ketatanegaraan pasca-Reformasi menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan.
Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara kritis kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam
desain kelembagaan negara Indonesia, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap efektivitas dan
stabilitas sistem ketatanegaraan. Dengan menempatkan rasionalitas konstitusional sebagai kerangka
analisis utama, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam upaya penataan
ulang desain kelembagaan negara yang lebih sistemik, koheren, dan berorientasi pada penguatan
demokrasi konstitusional. (Mutawalli et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma
hukum dan prinsip ketatanegaraan yang mengatur desain kelembagaan negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan
yang dikaji berkaitan dengan rasionalitas desain kelembagaan negara sebagai konstruksi konstitusional,
yang memerlukan analisis terhadap norma, asas, dan konsep hukum tata negara, bukan pengukuran
empiris perilaku masyarakat atau institusi. (Jannah et al., 2024)

227



Moh Suryansyah R. Waraga, Hamdan Nango, Rahmatullah C. Nurdin, Nurwita Ismail (2026).
Equality: Law And Social Vol. 1 No. 4 Mei 2026
E-ISSN: 3123-1926

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pendekatan peraturan
perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar pembentukan dan pengaturan kewenangan lembaga negara pasca-
Reformasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep rasionalitas konstitusional, desain
kelembagaan negara, serta prinsip checks and balances sebagai kerangka teoritis dalam menilai
koherensi dan konsistensi sistem kelembagaan negara. Sementara itu, pendekatan historis digunakan
untuk memahami dinamika perubahan desain kelembagaan negara sebelum dan sesudah Reformasi
sebagai konteks evolusi sistem ketatanegaraan Indonesia. (Fahrozi, 2024)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, undang-undang yang mengatur pembentukan dan
kewenangan lembaga negara, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan penataan
kelembagaan negara. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum tata negara, buku, jurnal ilmiah,
serta karya ilmiah lain yang membahas teori kelembagaan, desain konstitusional, dan rasionalitas sistem
ketatanegaraan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, berupa kamus hukum dan
ensiklopedia untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. (Soesatyo et al.,
2024)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan dengan fokus
penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memastikan keterkaitan antara
norma konstitusional, kebijakan pembentukan lembaga negara, dan konsep rasionalitas desain
kelembagaan negara. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan
tingkat relevansi dan hierarki norma guna memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum
dan argumentasi yuridis. Interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan ketentuan konstitusional dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desain dan relasi kewenangan antar lembaga
negara. Argumentasi yuridis digunakan untuk mengkaji konsistensi norma, mengidentifikasi
ketidaksinkronan pengaturan kelembagaan, serta menilai implikasi krisis rasionalitas desain
kelembagaan terhadap efektivitas sistem ketatanegaraan. Analisis ini diarahkan untuk menemukan
kesenjangan antara desain kelembagaan negara yang ideal (das sollen) dan praktik normatif yang
berkembang (das sein). (Saifulloh & Answendy, 2023)

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan preskriptif untuk merumuskan
kesimpulan dan rekomendasi konseptual. Pendekatan preskriptif digunakan untuk menawarkan gagasan
penataan ulang desain kelembagaan negara yang berlandaskan rasionalitas konstitusional, kejelasan
fungsi, dan konsistensi sistemik. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk
memahami dan menjelaskan permasalahan, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dalam
pengembangan hukum tata negara dan perbaikan desain kelembagaan negara di Indonesia. (Mutawalli
et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi secara
normatif diarahkan untuk menciptakan struktur kekuasaan yang rasional, seimbang, dan akuntabel.
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkenalkan
konfigurasi baru hubungan antar lembaga negara yang tidak lagi bertumpu pada supremasi satu lembaga
tertentu. Rasionalitas desain kelembagaan tersebut menuntut kejelasan fungsi, distribusi kewenangan
yang proporsional, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam kerangka ideal ini, setiap lembaga
negara diharapkan beroperasi sesuai mandat konstitusionalnya tanpa menciptakan dominasi maupun
subordinasi yang berlebihan. Namun, rasionalitas tersebut tidak hanya bergantung pada norma tertulis,
melainkan juga pada konsistensi desain kelembagaan secara keseluruhan. Ketika pembentukan dan
penguatan lembaga negara tidak disusun dalam satu kerangka sistemik, maka tujuan konstitusional yang
hendak dicapai justru berpotensi mengalami distorsi. Oleh karena itu, rasionalitas desain kelembagaan
harus dipahami sebagai prinsip yang mengintegrasikan struktur, fungsi, dan relasi kekuasaan negara
secara koheren. (Jannah et al., 2024)
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Dalam praktik ketatanegaraan pasca-Reformasi, desain kelembagaan negara menunjukkan
kecenderungan berkembang secara fragmentaris. Pembentukan berbagai lembaga negara baru, baik
yang bersifat konstitusional maupun non-konstitusional, tidak selalu disertai dengan perencanaan
kelembagaan yang komprehensif. Fenomena ini melahirkan kompleksitas kelembagaan yang sulit
dikendalikan secara sistemik. Banyak lembaga negara menjalankan fungsi yang beririsan dengan
lembaga lain, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan batas tanggung
jawab. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya rasionalitas dalam perancangan desain kelembagaan
negara. Alih-alih memperkuat efektivitas penyelenggaraan kekuasaan, fragmentasi kelembagaan justru
menciptakan inefisiensi dan potensi konflik antar lembaga. Situasi ini menunjukkan bahwa rasionalitas
desain kelembagaan tidak hanya diuji pada tahap perumusan norma, tetapi juga pada implikasi
struktural yang ditimbulkannya dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari. (Fahrozi, 2024)

Krisis rasionalitas desain kelembagaan negara semakin nyata ketika relasi antar lembaga negara
tidak dibangun berdasarkan prinsip koordinasi dan integrasi. Dalam sistem ketatanegaraan yang
rasional, hubungan antar lembaga seharusnya bersifat saling melengkapi dan mendukung pencapaian
tujuan negara. Namun, realitas pasca-Reformasi memperlihatkan kecenderungan relasi kelembagaan
yang kompetitif. Lembaga negara kerap menafsirkan kewenangannya secara luas tanpa
mempertimbangkan posisi lembaga lain dalam struktur ketatanegaraan. Akibatnya, mekanisme checks
and balances mengalami pergeseran makna, dari alat pengawasan menjadi arena tarik-menarik
kewenangan. Pergeseran ini mencerminkan kegagalan desain kelembagaan dalam mengantisipasi
dinamika relasi kekuasaan yang kompleks. Ketika relasi antar lembaga tidak diatur secara rasional,
maka stabilitas sistem ketatanegaraan menjadi rentan terhadap konflik kewenangan yang
berkepanjangan. (ZELENKO, n.d.)

Aspek lain dari krisis rasionalitas desain kelembagaan negara terlihat pada lemahnya kejelasan
hirarki kelembagaan. Pasca-Reformasi, tidak semua lembaga negara ditempatkan dalam struktur
hirarkis yang tegas, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam menentukan otoritas final atas suatu
kewenangan. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan
kekuasaan negara. Dalam situasi tertentu, lembaga negara dengan legitimasi yang berbeda dapat saling
mengklaim kewenangan atas isu yang sama. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat efektivitas
pemerintahan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Rasionalitas
desain kelembagaan seharusnya memastikan bahwa setiap lembaga memiliki posisi yang jelas dalam
struktur ketatanegaraan, sehingga tidak terjadi konflik kewenangan yang merugikan kepentingan
publik. Ketika hirarki kelembagaan kabur, maka sistem ketatanegaraan kehilangan arah dan konsistensi.
(Bickerton et al., 2022)

Krisis rasionalitas desain kelembagaan negara juga berkaitan erat dengan persoalan akuntabilitas.
Dalam desain kelembagaan yang rasional, setiap lembaga negara harus dapat dimintai
pertanggungjawaban secara jelas atas pelaksanaan kewenangannya. Namun, fragmentasi kelembagaan
pasca-Reformasi sering kali mengaburkan mekanisme pertanggungjawaban tersebut. Ketika
kewenangan tersebar di banyak lembaga tanpa koordinasi yang memadai, maka sulit untuk menentukan
pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan kebijakan. Kondisi ini berpotensi menciptakan ruang
impunitas kelembagaan yang merugikan prinsip demokrasi. Akuntabilitas yang lemah tidak hanya
berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menggerus legitimasi sistem
ketatanegaraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, rasionalitas desain kelembagaan harus ditempatkan
sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas publik, bukan sekadar memperbanyak institusi
negara. (Cattaneo & Bocchicchio, 2024)

Dari perspektif das sollen, desain kelembagaan negara pasca-Reformasi seharusnya berorientasi
pada konsistensi sistemik dan efisiensi kelembagaan. Setiap pembentukan lembaga negara idealnya
didasarkan pada analisis kebutuhan konstitusional yang jelas dan terukur. Rasionalitas desain
menghendaki bahwa lembaga negara tidak hanya dibentuk untuk merespons persoalan sesaat, tetapi
dirancang untuk menjawab tantangan jangka panjang sistem ketatanegaraan. Namun, praktik yang
berkembang menunjukkan bahwa pembentukan lembaga negara sering kali didorong oleh kompromi
politik dan tekanan situasional. Hal ini menciptakan kesenjangan antara desain ideal dan realitas
kelembagaan. Kesenjangan tersebut menjadi sumber utama krisis rasionalitas yang menghambat
terwujudnya sistem ketatanegaraan yang stabil dan efektif. Dengan demikian, persoalan rasionalitas
desain kelembagaan harus dipahami sebagai persoalan struktural yang membutuhkan solusi konseptual.
(Mutawalli et al., 2024)
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Krisis rasionalitas desain kelembagaan negara berdampak langsung pada efektivitas kebijakan
publik. Ketidakharmonisan antar lembaga negara sering kali memperlambat proses pengambilan
keputusan strategis. Dalam situasi tertentu, konflik kewenangan bahkan dapat menghentikan
implementasi kebijakan yang telah dirancang. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan
yang tidak rasional berimplikasi pada lemahnya kapasitas negara dalam menjalankan fungsi
pemerintahan. Negara menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena energi
kelembagaan terserap dalam konflik internal. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat
pembangunan dan melemahkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, krisis rasionalitas desain
kelembagaan tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai ancaman
terhadap efektivitas penyelenggaraan negara. (Cattaneo & Bocchicchio, 2024)

Implikasi lain dari krisis rasionalitas desain kelembagaan negara adalah melemahnya kohesi sistem
ketatanegaraan. Ketika lembaga negara berjalan dengan logika dan kepentingan masing-masing tanpa
kerangka rasional yang menyatukan, maka sistem ketatanegaraan kehilangan integritasnya. Kohesi
sistem seharusnya dibangun melalui desain kelembagaan yang mampu menyelaraskan peran dan fungsi
setiap institusi. Namun, fragmentasi kelembagaan justru menciptakan sistem yang terpecah dan sulit
dikendalikan. Kondisi ini memperbesar risiko instabilitas politik dan ketidakpastian hukum. Dalam
konteks ini, rasionalitas desain kelembagaan menjadi kunci untuk menjaga kesatuan sistem
ketatanegaraan. Tanpa rasionalitas yang memadai, sistem ketatanegaraan rentan mengalami disintegrasi
fungsional yang merugikan kepentingan nasional. (Jannah et al., 2024)

Berdasarkan analisis tersebut, krisis rasionalitas desain kelembagaan negara dalam sistem
ketatanegaraan pasca-Reformasi menunjukkan perlunya penataan ulang secara menyeluruh. Penataan
ulang tersebut harus berlandaskan pada rasionalitas konstitusional yang menempatkan fungsi,
kewenangan, dan relasi antar lembaga dalam satu kerangka sistemik. Desain kelembagaan negara perlu
diarahkan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, akuntabilitas publik, dan stabilitas sistem
ketatanegaraan. Dengan mengatasi krisis rasionalitas desain kelembagaan, sistem ketatanegaraan
Indonesia dapat bergerak menuju konfigurasi yang lebih koheren dan berkelanjutan. Oleh karena itu,
pembahasan ini menegaskan bahwa rasionalitas desain kelembagaan bukan sekadar pilihan konseptual,
melainkan kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan demokrasi konstitusional pasca-Reformasi.
(Fahrozi, 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa desain
kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi mengalami krisis
rasionalitas yang bersifat struktural dan sistemik. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara normatif dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang
demokratis, seimbang, dan akuntabel melalui penguatan prinsip checks and balances serta pembatasan
kekuasaan. Namun, dalam perkembangannya, tujuan normatif tersebut tidak sepenuhnya terwujud
karena desain kelembagaan negara berkembang secara fragmentaris tanpa kerangka perencanaan
konstitusional yang terpadu.

Dengan demikian, diperlukan upaya penataan kembali desain kelembagaan negara yang
berlandaskan rasionalitas konstitusional, kejelasan fungsi, dan konsistensi sistemik. Penataan tersebut
harus diarahkan untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara memiliki legitimasi, kewenangan, dan
mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam satu kerangka sistem ketatanegaraan yang utuh.
Hanya dengan desain kelembagaan yang rasional dan koheren, sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-
Reformasi dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan
prinsip demokrasi konstitusional.
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